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Judul : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Pelayanan
Air Bersih Di PDAM Tirta Musi Palembang

Nama : Muhammad Irwan Falezia
NIM :02011281621217
ABSTRAK

Penulisan Skripsi in berjudul tentang “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih Di PDAM Tirta Musi Palembang”, adapun
rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi
konsumen dalam pelayanan air bersih di PDAM Tirta Musi Palembang dan apa faktor-
faktor penyebab terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam
pelayanan air bersih di PDAM Tirta Musi Palembang. Jenis penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research), pengumpulan data dilakukan dengan studi
dokumen dan wawancara. Dalam pelaksanaan pelayanan air bersih terhadap konsumen
ditujukan pada kendala-kendala yang dialami konsumen, tanggung jawab yang
dilakukan PDAM Tirta Musi dalam pelayanan air bersih, serta upaya hukum yang
dapat dilakukan konsumen apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam
suatu kegiatan pelayanan air bersih terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
perlindungan hukum bagi konsumen di PDAM Tirta Musi, yaitu faktor penghambat
menjadikan pelaksanaan pelayanan air bersih menjadi belum maksimal, selain itu
terdapat juga faktor pendukung, yang meningkatkan kualitas pelayanan air bersih di
PDAM Tirta Musi Palembang

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelayanan Air Bersih
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air adalah sumber daya yang melimpah di permukaan bumi, merupakan bagian
yang utama bagi semua makhluk hidup dan merupakan kekuatan utama yang secara
terus-menerus dapat membentuk permukaan bumi. Air juga merupakan faktor penentu
dalam pengaturan iklim di permukaan bumi untuk kebutuhan manusia. Air memiliki
ciri yang khas. Air memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, Air yang
hanya dapat dikonumsi oleh masyarakat merupakan sumber daya yang sulit didapat.
Dapat diketahui bahwa jumlah air laut yang tidak bisa dikonsumsi yakni sebanyak 97.2 %
dan air yang membeku yakni sebanyak 2.15, sehingga jumlah air tawar yang dapat
masyarakat dikonsumsi oleh manusia yakni kurang dari 1%, yang terdapat di danau,

telaga, air bawah tanah, dan danau.?

Manusia tak bisa lepas dari kebutuhan akan air. Sehingga air merupakan elemen
penting yang kehadirannya harus selalu ada dalam setiap aktifitas manusia mulai dari
mandi, mencuci, memasak, dan konsumsi kebutuhan sehari-hari lainnya. Oleh karena
itu sangat diperlukan air yang bersih yang tidak tercampur unsur Kimia yang dapat

menggangu dan membahayakan fungsi tubuh dan aktifitas manusia. Selain

! Indarto, Hidrologi, Dasar Teori dan Contoh Aplikasi Model Hidrologi, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, him.3

2 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, him. 194



kegunaannya untuk memenuhi keperluan utama dalam kehidupan bagi manusia, air
dapat menjadi tempat yang berpengaruh dalam mendistribusikan penyakit-penyakit
yang menginfeksi, diantaranya seperti disentri, kolera, paratyphus, typhus, dan lain-
lainnya apabila tidak diolah dan dijernihkan secara baik. Untuk memenuhi kebutuhan
tersebut maka dibentuklah suatu badan untuk selalu bersedia memberikan pelayanan
kebutuhan air bersih kepada masyarakat. Di Indonesia, Pemerintah pusat dan
Pemerintah daerah telah menyediakan pelayanan air bersih sebagai usaha untuk
memberikan kebutuhan masyarakat akan air bersih. Dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat

(2) dan (3) pengelollan air bersih merupakan wewenang negara yang berisi:

Pasal 33 ayat 2 :

”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

Pasal 33 ayat 3 :

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pelayanan air bersih kepada
masyarakat melalui pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perusahaan daerah
yakni perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM atau Perusahaan Daerah Air
Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang yang bergerak dalam
distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi,
kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah

sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat



eksekutif maupun legislatif daerah.® Air minum adalah air yang memiliki proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung diminum. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan
fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif. Parameter wajib penentuan kualitas air

minum secara mikrobiologi adalah total bakteri coliform dan escericia coli.*

Saat ini keterbatasan sumber daya alam mengalami penurunan baik dalan
kualitas dan kuantitas khususnya dalam sumber daya alam akan air bersih sebagai
akibat dari meningkatnya pertambahan populasi penduduk. Jumlah kebutuhan air
bersih di masyarakat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dapat
diketahui dari data kependudukan, peningkatan penambahan jumlah kependudukan di
Indonesia adalah sebesar 2,3 % per tahun, sehingga apabila dengan peningkatan jumlah
penduduk tersebut tetap stagnan, maka dalam waktu 30 tahun jumlah penduduk dapat
menjadi dua kali lipat.> Pelayanan air bersih yang disediakan oleh pemerintah daerah
salah satunya dapat dilihat di Kota Palembang yang dikelola oleh PDAM Tirta Musi
Kota Palembang berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Sumatera Selatan
Nomor: 20/KPTS/IV/1976, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il

Palembang Nomor: 1/Perda/Huk/1976, dan Perda Kotamadya Tingkat I

3 Profil Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) https://www.pubinfo.id.diakses tanggal 10 Oktober 2019
pada Pukul 15:30 WIB

4 Rumondor P. 2014. “Identifikasi Bakteri Pada Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Manado”, .Jurnal e-
Biomedik, VVolume 2, Nomor 2, 2014

5 Marhaeni R Siombo, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,
PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, him. 9.



PALEMBANG Nomor 9 Tahun 1999, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 huruf d
“Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang yang selanjutnya disingkat
PDAM Tirta Musi Palembang adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah

Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.”

Sebagai perusahaan yang memberikan jasa dan menyelenggarakan manfaat umum
yang sifatnya nirlaba, PDAM tidak seharusnya berorientasi pada keuntungan,
melainkan lebih berorientasi terhadap mutu pelayanan yang berkualitas, maupun
menyediakan air dengan mutu tinggi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan (tidak
berbau dan tidak berwarna), kontinuitas, inovatif, sehingga PDAM Tirta Musi Kota
Palembang dapat mempertahankan diri, dan di masa depan diharapkan dapat menjadi
sebuah perusahaan pemberi jasa yang mandiri, memiliki performance yang dapat
dipercaya dan dapat dibanggakan oleh masyarakat Kota Palembang. ® Namun
demikian, kota tersebut masih tetap menyisakan permasalahan yaitu kualitas air yang
digunakan oleh masyarakat. Melimpahnya sumber daya air ini ternyata tidak dibarengi
dengan percepatan pembangunan infrastruktur air bersih. Ditambah lagi dengan musim
kemarau panjang yang melanda Palembang dalam berapa bulan terakhir dalam tahun
2019 membuat debit air sungai Musi dan sungai Ogan sebagai sumber utama PDAM
Tlrta Musi mengalami penurunan, Berdasarkan Direktur Operasional PDAM Tirta

Musi Palembang, Cik Mit menyatakan dampak dari musim kemarau panjang ini

6 Sukesi, “Kualitas Kinerja Perusahaan Daerah (BUMD): Analisis Behavioral Interntions Pelanggan Pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya”, Jurnal Ekuitas, Volume. 13, Nomor 2, Juni 2009



membuat kebutuhan air pada masyarakat Palembang terus meningkat. Akibatnya, ada
sejumlah daerah di dalam Kota Palembang yang berpotensi mengalami kekeringan dan
membutuhkan lebih banyak air bersih. Seperti wilayah Talang Jambe, Sukarame,
Gandus, Talang Putri, Mata Merah, Sukawinatan, Sako, Tegal Binangun dan Karya

Jaya.’

Laju tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi pertahun Kota Palembang
didukung sektor infrastruktur dan di industri perkotaan, maka dampaknya adalah
meningkatnya dan bertambahnya pembangunan perumahan, pusat bisnis, perkantoran,
dan pengembangan wilayah baru khususnya di daerah perkotaan, kondisi tersebut akan
berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan air bersih di Kota Palembang. Maka
dampak ini menimbulkan jumlah permintaan air mengalami peningkatan sehingga
pelayanan dan kinerja PDAM semakin buruk dengan penidistribusian air bersih yang
tidak merata kepada masyarakat, Perlindungan konsumen merupakan kepentingan
masyarakat karena sebab itu sudah menjadi harapan bagi semua masyarakat dalam
setiap negara agar dapat diwujudkan. Wujud dari adanya perlidungan konsumen ialah
pada adanya kaitan yang saling berhubungan satu sama lain, yakni Hubungan diantara
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.® Berdasarkan pernyataan Az Nasution

mengungkapkan yakni hokum perlindungan konsumen merupakan bagian-bagian dari

" Feny Maulia Agustian, Suplai Air Pelanggan PDAM Tirta Musi di Daerah Ini Bakal Terganggu, diakses di
https://sumsel.idntimes.com tanggal 17 september 2019 pada Pukul 8:15 WIB

8 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah, Yogyakarta,
2018:PT Pustaka Baru, him. 15.



hukum perlindungan Konsumen adalah bagian dari Hukum konsumen yang berisi
kaidah-kaidah yang pada sifatnya melindungi dan mengatur kepentingan konsumen.®
Berdasarkan UUPK dalam Pasal 1 angka 1 dicantumkan yang dimasud dengan

perlindungan konsumen ialah:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”

Konsumen berasal dari bahasa asing (Belanda/Inggris), Consumen dan Consumer yang
secara arti harfiah ialah pembeli. Pengertian lain dari konsumen sangat luas, yaitu
pengertian lain dari konsumen adalah pemakai, penikmat, pemanfaat, pemakan,
penerima, pendengar, dan masih banyak lagi.'® Masyarakat yang menggunakan dan
menikmati fasilitas yang didistribusikan oleh PDAM Tirta Musi Palembang telah
digolongkan sebagai konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian

konsumen dalam pasal 1 angka 2 UUPK yang berisi:*!

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

9 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2006, him. 11.
10 Damiati, dkk. Perilaku Konsumen. Singaraja:PT Rajagrafindo Persada, 2017. him 5.

11 Undang-Undang. Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999), Jakarta:Sinar Grafika, 2018



Sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih membutuhkan perlindugan dari
segi keamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap pemakaian dari pelayanan

distribusi air tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 4 angka 4 UUPK

UUPK diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari
akan segala hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku
usaha seperti dapat kita baca dari konsideran Undang-undang ini di mana dikatakan
bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan
kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk
melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang
bertanggung jawab.'?> Undang-undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen ini
menyentuh harkat serta martabat konsumen (Pasal 3 huruf a). Dengan demikian,
Undang-undang ini memiliki visi yang jelas, yaitu untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat Indonesia, oleh karena itu hak-hak konsumen harus dilindungi dari segi
kesehatan dan keamanannya karena menyangkut martabat dan kualitas hidup

masyarakat indonesia.

PDAM sebagai perusahaan penyediaan jasa pengelolaan air bersih yang berada
pada satu pihak dan masyarakat pada pihak yang lain sesungguhnya memiliki
hubungan yang erat. Satu hubungan yang dibangun atas sebuah keterikatan antara

pihak yang mempunyai prestasi. Hubungan ini pada dasarnya dibentuk berdasarkan

2 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pusaka
Utama, Jakarta, 2000, him. 2



pada keinginan para pihak saling mengikatkan diri, dan keterikatan ini dimulai pada
terjadinya suatu proses yang disebut dengan permohonan yang disampaikan
masyarakat untuk mendapat pelayanan air yang disediakan dari pinak PDAM Tirta
Musi. Dalam hal tersebut calon pelanggan datang dengan mengajukan permohonan
dalam bentuk tertulis dan bersedia membayar sejumlah uang untuk pemasangan pipa
air bersih yang selanjutnya tercatat sebagai pelanggan PDAM Tirta Musi berdasarkan
syarat-syarat yang telah ditentukan PDAM, karena telah adanya persetujuan dari calon
pelanggan menimbulkan suatu perikatan dan membuat ikatan hukum antara 2 (dua)
pihak yang setuju, seperti tercantum pada Pasa, 1313 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Dengan adanya penandatanganan surat permohonan pelanggan air minum, maka
calon pelanggan telah bersedia untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang
terdapat di dalam surat permohonan air minum tersebut, sehingga perjanjian tersebut
melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengikatkan diri didalam surat
permohonan tersebut. Dengan adanya perjanjian tersebut maka para pihak wajib untuk
mematuhi dan menjalankan prestasi dari perjanjian tersebut sebagaimana yang

tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berisi:

“Semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai

undang-undang”.



Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya para pihak dalam perjanjian harus
mengindahkan asas itikad baik. Ada dua macam asas iktikad baik yaitu iktikad baik
dalam artian subjektif dan objektif. Asas iktikad baik dalam arti subjektif adalah iktikad
yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. lktikad baik dalam arti
subjektif ini sering juga disebut dengan iktikad baik prakontrak yang bermakna
kejujuran (honesty), karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan
negosiasi. Adapun arti iktikad baik dalam arti objektif adalah iktikad yang mengacu
kepada isi perjanjian. Iktikad baik dalam arti objektif ini sering juga disebut dengan
iktikad baik pelaksanaan kontrak. Penerapannya adalah isi perjanjian harus rasional

dan patut.®

Dalam pelaksanaan perjanjian jasa pengelolaan air antara pihak PDAM Tirta Musi
dan pelanggam, sama-sama memilki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang tertuang
dalam perjanjian jasa pengelolaan air minum pipa PDAM. Adapun pemenuhan
kewajiban oleh pihak PDAM adalah menyediakan akses air bersih yang dialirkan
secara langsung ke rumah-rumah pelanggan melalui pipa yang telah dipasang,
sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi pelanggan ialah untuk membayar iuran
bulanan secara tepat waktu, dan memiliki hak untuk mendapatkan akses air bersih yang
dialirkan secara langsung ke rumah-rumah pelanggan, sebagaimana yang tercantum

dalam pasal 1234 KUHPerdata yaitu :

13 Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Yogyakarta, FH
Ul Press, him. 92
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“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu,

dan untuk tidak berbuat sesuatu

Namun demikian, kenyataan dalam lapangan di masyarakat PDAM Tirta Musi
kelurahan Talangbubuk seperti yang dilansir di fornews.co.!* Warga di Kecamatan
Plaju khususnya di Kelurahan Talangbubuk yang kebingungan karena tak mengalirnya
air bersih ke rumah mereka selama seminggu. Kondisi ini membuat aktivitas rumah
tangga terganggu. Ditambah lagi dirasakan Iwan (38 tahun), warga Talangbubuk juga
mengeluhkan selain tidak mengalirnya air selama seminggu juga tidak adanya
pengumuman atau pemberitahuan apapun kepada pelanggan, layanan air bersih PDAM
Tirta Musi berhenti begitu saja. Padahal, pembayaran tagihan selalu dilakukan tepat

waktu.

Berdasarkan berita diatas, maka pelanggan PDAM Tirta Musi sebagai konsumen
mengalami tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan dari konsumen
PDAM Tirta Musi Palembang adalah “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;” dan “hak atas informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;”
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 angka 1 dan 3 UUPK. Serta tidak
mendapatkan hak atas pelayanan akses air bersih sebagaimana tercantum dalam

perjanjian pengelolaan air bersih dengan pihak PDAM Tirta Musi Palembang.

14 e, “Air PDAM Tirta Musi Macet, “Warga Talangbubuk Mandi Pakai Air Galon” diakses pada:
https://fornews.co. diakses pada 12 September 2019 oada Pukul 6:25 WIB
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Sehingga PDAM melakukan tindakan hal yang bertentangan dengan perjanjian yang
telah disepakati, sehingga terjadilah Wanprestasi. Oleh karena itu, berdasarkan
permasalahan diatas maka memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai
bagaimanakah perbandingan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam
pelayanan air bersih di PDAM Tirta Musi Palembang antara fakta yang terjadi didalam
masyarakat yang senyatanya di PDAM Tirta Musi Palembang (das sein) pada apa yang
seharusnya menurut hukum atau perundang-undangan yang berlaku (das Sollen), serta
apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelaksanaan perlindungan

hukum bagi konsumen di PDAM Tirta Musi Palembang tersebut.

A. Rumusan Masalah
Berdasarkan seperti yang diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan yang

akan dibahas pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen di PDAM Tirta
Musi Palembang?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan perlindungan hukum bagi

konsumen di PDAM Tirta Musi Palembang?

B. Tujuan Penelitian
1. Memahami dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen

di PDAM Tirta Musi Palembang
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2. Mengetahui faktor penghambat dan pendorong dari pelaksanaan perlindungan
hukum bagi konsumen di PDAM Tirta Musi Palembang PDAM Tirta Musi

Palembang

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan
ilmu hukum, khususnya di dalam bidang hukum perdata dan hukum

perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat:

1. Bagi Konsumen, yaitu masyarakat umum yang menjadi konsumen di PDAM
Tirta Musi Palembang. diharapkan dapat dijadikan referensi, sumbangan
ilmu pengetahuan khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen PDAM Tirta Musi Palembang berdasarkan hukum positif di
Indonesia

2. Bagi Instansi Terkait, diharapkan mampu memberikan upaya dan referensi
penyelesaian atas permasalahan yang terkait dengan penelitian penulisan

skripsi ini
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D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam pembahasan ini yaitu mengenai bagaimana perlindungan
hak-hak bagi konsumen dalam pelayanan air bersin di PDAM Tirta Musi
Palembang berkaitan dengan hukum positif di Indonesia serta secara empiris

yuridis dengan meneliti langsung ke lapangan.

E. Kerangka Teori
Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan teori-teori terkait dengan masalah
yang akan diangkat oleh penulis untuk membantu menjawab permasalahan

dalam penulisan ini, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak
asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah
berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum
untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.®

15 Satjipto Rahardjo, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”, Jurnal
Masalah Hukum , 1993.
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Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond
bahwa hukum bertujuan untuk mengatur dan mengintegrasikan berbagali
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,
perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang dilakukan dengan cara
membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah
mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas
tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan
mendapat perlindungan.®

Menurut Phillipus Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi

dua bentuk, diantara lain adalah:

a.Perlindungan hukum Preventif
Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif.!” Dalam penulisan skripsi
ini yaitu tempat pengaduan atau laporan terkait keluhan konsumen dalam

pelayanan air bersih di PDAM Tirta Musi Palembang

b. Perlindungan hukum Represif
Bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian

sengketa. Dalam penulisan skripsi ini yaitu upaya yang dilakukan

16 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, him 53

17 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT.Bina limu, Surabaya, 1987,him. 4.
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konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak PDAM Tirta
Musi Palembang apabila pelayanan air bersih oleh pihak PDAM Tirta

Musi menimbulkan kerugian kepada konsumen.

2. Teori Kepastian Hukum
Berdasarkan pendapat Han Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang
berupa pernyataan pada aspek ‘“seharusnya” atau das sollen dengan
menyertakan mengenai terhadap hal-hal yang seharusnya dilakukan. Norma-
norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Cara individu
bertingkah laku dalam bermasyarakat berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan yang sifatnya umum, baik pada hubungan pada masyarakat maupun
pada sesame individu itu sendiri. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.
Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersbut menimbulkan kepastian

hukum.!®

2. Teori Perjanjian
Perjanjian menurut subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal.'® Suatu hal yang dimaksud oleh R. Subekti

18 peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him. 58.

19 Subekti, Hukum Perjanjian , PT.Intermasa, Jakarta, 1996, him. 1.
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tersebut dikenal pula dalam KUHPerdata sebagai prestasi. Dalam KUH
Perdata, terdapat perluasan makna prestasi yang tidak hanya terbatas pada
tindakan yang bersifat aktif melainkan pula tindakan yang bersifat pasif yang
berupa janji untuk tidak melakukan sesuatu, sehingga apabila salah satu pihak
melalaikan prestasi, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau

ingkar terhadap prestasi.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata dirumuskan perjanjian para pihak
memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian berdasarkan
asas kebebasan berkontrak. Meskipun demikian, para pihak harus tetap
mempertimbangkan syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu mengenai
kesepakatan, kecakapan para pihak, terdapatnya objek tertentu dalam
perjanjian serta tidak terdapatnya suatu sebab yang dilarang. Retna Gumanti
mengemukakan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat dua jenis
syarat yaitu syarat subjektif yang meliputi kesepakatan dan kecakapan para
pihak serta syarat objektif yang meliputi objek perjanjian dan tidak terdapatnya
suatu sebab yang tidak dilarang.?° Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja
menegaskan apabila sebuah syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian

terkait dapat dimintakan pembatalan kepada majelis hakim sedangkan apabila

2 Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)”, Jurnal Pelangi limu, Vol.5
No.1, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2012, him. 4.
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syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dinyatakan batal

demi hukum dan perjanjian terkait sejak semula telah tidak berlaku.?

F. Metode Penelitian
Menurut Soetrisno Hadi, Penelitian atau research adalah usaha menentukan,
mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha digunakan
dengan metode ilmiah.?? Penelitian yang dilakukan untuk menyusun penulisan
skripsi ini menggunakan metode. Metode menyangkut cara kerja, yaitu cara untuk
dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang
bersangkutan. 2 Dalam kaitannya dengan hal ini penulis akan menguraikan

metode-metode yang akan digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
hukum dengan penelitian empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis serta
dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan
hukum vyang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di

masyarakat.?* Atau dengan kata lain ialah suatu penelitian yang dilakukan

2L Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT.Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2003., him. 68

2 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, Fakultas Fisologi UGM, Yogyakarta, him. 4.
2 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1997, him. 16.

2 Bambang Waluyo..Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, him 15
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dengan keadaan nyata atau keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat
dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang
dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada
identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian
permasalahan,? sehingga penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Empiris
karena hendak mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum konsumen

terhadap pelayanan air bersih di PDAM Tirta Musi Palembang.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan penulis berada di Perusahaan Air Minum
Daerah (PDAM) Tirta Musi Palembang yang berlokasi di JI. Rambutan Ujung
No. 1, 30 Ilir, Hir Barat 11, 30 Hir, Ilir Barat Il, 30 Ilir, Kec. Ilir Bar. 11, Kota
Palembang, Sumatera Selatan 30129. Telp (0711) 355089. Lokasi tersebut
merupakan kantor pusat dari PDAM Tirta Musi Palembang, serta di daerah

kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju Kota Palembang.

Metode Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara
yaitu:

a. Pendekatan Undang-undang (statue approach) 2¢

% 1bid, him. 16.

% peter Mahmud Marzuki, Penelitan Hukum (Edisi Revisi), Kencana, 2017, him. 92.
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Pendekatan Undang-Undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua
Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum
yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.?’” Adapun
diantaranya adalah pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, dan peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelayanan air

bersih.

b. Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach)

Pendekatan Studi Kasus yang dilakukan dengan mengunakan metode riset
yang menggunakan macam-macam sumber data yang digunakan untuk
meneliti menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai
aspek aspek individu, kelompok suatu program, organisasi. atau peristiwa

secara sistematis.

c. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach)
Sosiologi Hukum adalah bagian dari Sosiologi Jiwa manusia yang menelaah
sepenuhnya realitas Sosial Hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan
observasi perwujudan lahiriah, di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang

efektif. Sosiologi Hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini perwujudan-

2 1bid, him. 93
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perwujudan materi hukum berdasarkan intinya, pada saat mengilhami dan
meresapi mereka, pada saat bersamaan mengubah sebagian dari antara

mereka (kebiasaan dan perwujudan materi hukum).?

4. Populasi Dan Sampel

Dalam penulisan ini menggunakan metode sampling, sampel ialah
pengambilan bagian dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu.
Populasi dari penelitian ini adalah semua objek yang terkait dengan
pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelayanan air bersih

di PDAM Tirta Musi Palembang.

Adapun penarikan sampel dari penulisan ini ialah dengan menggunakan
Random Sampling, yaitu penarikan secara acak terhadap populasi yang
bersifat homogen yang pada prinsipnya bahwa setiap anggota populasi
mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai anggota sampel.?®

a. Masyarakat di Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Plaju, Kota
Palembang sebanyak 20 (dua Puluh) orang yang meliputi Konsumen
atau Pelanggan terkait pelayanan air bersih PDAM Tirta Musi

Palembang

28 Rusdi Anto, Pemahaman Dasar Tentang Sosiologi Hukum, diakses dalam www.researchgate.net pada
Pukul 30 Februari 2020 pada Pukul 15.00 WIB

2 W. Gulo, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, him. 81
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b. Pegawai PDAM Tirta Musi Palembang sebanyak 5 (lima) orang pejabat
struktural yang berkaitan dengan pelayanan air bersih di PDAM Tirta

Musi Palembang

5. Jenis dan Sumber Data
A. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari
tangan pertama), 3 vyaitu dengan menggunakan purposive sampling
dengan teknik wawancara terhadap pihak PDAM Tirta Musi dan pihak
masyarakat yaitu pelanggan PDAM vyang mengalami kerugian di

kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang.

B. Sumber Data Sekunder
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas, Bahan-bahan hukum primer terdiri dari
Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan Perundang-undangan. 3! Dalam penelitian peraturan-
peraturan yang digunakan antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

%0 Harnovinsah, Metodologi Penelitian, Universitas Mercu Buana, di mercubuana.ac.id tanggal 18
september 2019 pada Pukul 3:48 WIB

31 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta, Kencana, 2017, him. 181



22

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  No.
492/Menkes/Per/1IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air
Minum;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Palembang
Nomor:1/Perda/HUK/1976 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat Il Palembang;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Palembang Nomor
9 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Air minum Perusahaan Daerah

Air Minum Tirta Musi Palembang; serta

8. Peraturan Perundangan sektor air minum lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa,
memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer.3? Adapun bahan-

bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

32 Jhoni lbrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, 2006, him. 47.
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merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,

dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang pada
hakikatnya mencakup bahan-bahan yang akan memberikan penunjuk
terhadap bahan hukum primer dan sekunder. ** Misalnya Kamus
hukum, Ensiklopedia, abstraksi peraturan perundang-undangan, dan

lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan data
Sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal
yang perlu dipersiapkan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara,
alat tulis dan lain-lain yang dianggap penting. 3* Penelitian tersebut
dilakukan dengan melalui beberapa tahapan penelitian yaitu antara lain:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari
konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran
lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Wawancara (Interview)

33 Rachmad Baro, Penelitian Hukum Doctrinal, Indonesia Prime, Makassar, 2017, him. 17.

3 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him. 49.
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Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan
dipergunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Data primer
tersebut diperoleh dengan cara tanya jawab dari pihak narasumber yang
telah ditentukan. Tipe wawancara yang dipilih merupakan wawancara
secara langsung yang dimana seluruh wawancara didasarkan pada suatu
sistem dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun

terlebih dahulu

7. Analisis Data
Bahan hukum dan data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis
dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif terhadap data primer dan
data sekunder. Menurut Sutopo, analisis kualitatif dapat digolongkan
kedalam metode deskriptif yang penerapannya bersifat menuturkan,
memberikan, menganalisis, dan menafsirkan. ** Selanjutnya dari hasil
analisis terhadap sumber-sumber tersebut dapat menjawab permasalahan-
permasalahan didalam penulisan penelitian ini. Selanjutnya dari hasil
analisis terhadap sumber-sumber tersebut dapat menjawab permasalahan-

permasalahan didalam penulisan penelitian ini.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

% Sutopo, HB, Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam penelitian, Surakarta,
UNS Press, 2002, him. 95.
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Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah
dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.®® Teknik penarikan
kesimpulan yang dipergunkan penulisan ini dengan menggunakan penarikan
kesimpulan secara Induktif, teknik kesimpulan ini yaitu cara berpikir dengan
menarik kesimpulan dari pemikiran yang bersifat khusus lalu kemudian

terperinci menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

% Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rajawali Pers, 2010, him. 5.
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